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ABSTRAK 

 

Pembajakan kapal di perairan laut internasional merupakan ancaman serius 

terhadap keamanan pelayaran dan stabilitas ekonomi global. Kejahatan ini tidak 

hanya merugikan pemilik, awak, dan penumpang kapal melalui penculikan, 

perampasan muatan, atau kekerasan, tetapi juga mengganggu kelancaran 

perdagangan internasional. Volume perdagangan dunia bergantung pada jalur 

laut, dan serangan pembajakan dapat menunda pengiriman barang, serta 

merugikan ekonomi miliaran dolar setiap tahunnya.Berbagai konvensi 

internasional menyediakan kerangka hukum komprehensif.(UNCLOS) 1982 

mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan kekerasan dua kapal di laut lepas. 

sementara Konvensi Pembajakan memperluas cakupan ke ancaman terhadap 

keselamatan navigasi. Prinsip yuridiksi universal memungkinkan negara mana 

pun untuk menangkap dan mengadili pelaku, terlepas dari bendera kapal atau 

kewarganegaraan. Namun, tantangan praktis seperti kurangnya koordinasi 

intelijen, patroli terbatas, dan celah yurisdiksi di perairan kontiguitas sering 

dimanfaatkan pembajak. Kasus di kawasan strategis seperti Selat Malaka dan 

perairan sekitar Indonesia, Malaysia, serta Filipina menunjukkan urgensi 

penguatan kerjasama. Kerjasama internasional menjadi kunci efektivitas. Inisiatif 

seperti ReCAAP memfasilitasi berbagi informasi, sementara untuk memperkuat 

patroli di Samudra Hindia Barat. Negara-negara perlu memperkuat aspek hukum 

melalui perjanjian ekstradisi, pengawasan, serta perizinan kapal dengan standar 

yang ketat. Pelatihan gabungan dan sanksi terhadap pelabuhan penyokong juga 

esensial.Oleh karena itu, pembajakan sebagai persoalan lintas batas harus 

ditangani secara kolektif. Kerjasama yang kuat dalam hukum, pengawasan, dan 

operasional akan menjaga keamanan maritim, memastikan pelayaran lancar, dan 

mendukung stabilitas ekonomi global. 

 

Kata Kunci: Pembajakan, Kerjasama Internasional, Yuridiksi Universal 
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ABSTRACT 

Ship piracy in international waters poses a serious threat to maritime 

security and global economic stability. This crime not only harms ship owners, 

crew, and passengers through kidnappings, cargo seizures, or violence but also 

disrupts international trade. Global trade volume relies heavily on sea routes, and 

piracy attacks can delay shipments and cause billions of dollars in economic 

losses annually. Various international conventions provide a comprehensive legal 

framework. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

1982 defines piracy as acts of violence between two vessels on the high seas. 

Meanwhile, the Piracy Convention expands coverage to threats against 

navigational safety. The principle of universal jurisdiction allows any nation to 

arrest and prosecute perpetrators, regardless of the ship's flag or the offenders' 

nationality. However, practical challenges—such as poor intelligence 

coordination, limited patrols, and jurisdictional gaps in contiguous waters—are 

often exploited by pirates. Cases in strategic areas like the Malacca Strait and 

waters around Indonesia, Malaysia, and the Philippines highlight the urgency of 

strengthened cooperation. International collaboration is key to effectiveness. 

Initiatives like ReCAAP facilitate information sharing, while others bolster 

patrols in the Western Indian Ocean. Nations must reinforce legal aspects 

through extradition treaties, surveillance, and strict ship licensing standards. 

Joint training and sanctions against supporting ports are also essential. 

Therefore, piracy as a cross-border issue must be addressed collectively. Strong 

cooperation in law, surveillance, and operations will safeguard maritime security, 

ensure smooth shipping, and support global economic stability. 

 

Keywords: Piracy, International Cooperation, Universal Jurisdiction 
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